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Programs and activitities in reformation and modernization of taxation is conducted comprehensively
covering aspect of software, hardware and humanware. Included in software reform isto repair organization
chart and institution, also completion and moderation of operating system (start from recognition and
spreading of taxation information, inspection, payment, service, and observation), so that to be more
efficient and effective. Entirety of operation based on information technology and supported by cooperation
with other institution. Revision of UU KUP and other related regulation, also applying of practice of good
governance executed in context of strengthening justice and law, covering all operational steps and lines.
There are three targets as speciffically will reach by administration of taxation reform in middle term, that
are: (a) significant tax compliance, (ii) high-level of trust upon tax administration and high productivity of
tax officer.

These three target is selected to become the target of taxation administration reform according to study of
condition and existence of Directorate General of Taxation and priority which will be reached in middle
term.

Based on those programs, it isimportant to test whether program applied by DJP to improve tax compliance
reach its goal. This research will check aspect that are the parts of good governance, that is applying code of
ethic for examiner in relation with tax compliance.

I ssue concerning ethicsin service of public in Indonesiais not widely discussed asin developed countries,
eventhough it is realized that one of weaknessin service of public in Indonesiais the problem of morality.
Ethicsis often seen as less relevant element related service of public. Though, in literature concerning
service of public administration, ethicsis one of element which determine satisfaction of public served at the
same time efficacy of organization service of public itself.

Based on research result, known that there is significant influence statistically from code of ethics examiner
to tax compliance of Taxpayer. Significance level that are obtained are integrity, objectivity, secrecy and
competence. There are influences of applying integrity values, objectivity, secrecy and competence
altogether in code of ethic toward tax compliance of Taxpayer (Sig. 0,000). Those four independent
variables are able to explain 65,3% variance of tax compliance. This number mean there are 34,7% variance
of tax compliance which is able to be explained by another variables beside four independent variablesin
this research.

According to data-processing result in this research, it is found that application competence value in code of
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ethic have biggest influence to tax compliance compared to application of other valuesin code of ethic.
Therefore, it is recommended, to improve tax compliance, DJP to put attention upon effort of human
resource competence, especially tax examiner. Attention at this variable require to be given high priority,
because as variable having biggest coefficient, applying of competence value will affect greatest to tax
compliance, compared to other variables.

<hr>

Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif
meliputi aspek software, hardware dan humanware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software)
adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem
operas (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan,
pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis
teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Revis UU KUP dan
peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktek good corporate governance dilaksanakan dalam konteks
penegakan hukum dan keadilan, yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.

Terdapat tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapal oleh reformasi administras perpaakan jangka
menengah, yaitu : (i) tercapainyatingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, (ii) tercapainya tingkat
kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan (iii) tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang
tinggi. Ketigatujuan ini dipilih menjadi tujuan reformasi administrasi perpajakan berdasarkan pengkajian
yang dilakukan atas kondisi dan keberadaan Direktorat Jenderal Pgjak saat ini serta prioritas yang hendak
dicapai dalam jangka menengah.

Berdasarkan program tersebut, menjadi penting untuk menguji apakah program yang diterapkan Direktorat
Jenderal Pgjak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah mengena sasaran. Dalam penelitian ini
akan diteliti aspek yang merupakan bagian dari good governance, yaitu penerapan kode etik bagi pemeriksa
pajak dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

I su tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana
terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik
di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan
dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika
merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus
keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat signifikasi pengaruh kode etik pemeriksa terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat signifikasi yang diperoleh dalam penelitan adalah integritas, obyektifitas,
kerahasiaan, dan kompetensi. Terdapat pengaruh penerapan nilai-nilai integritas, obyektivitas, kerahasiaan
dan kompetensi secara bersama-sama dalam kode etik pemeriksa pgjak terhadap kepatuhan Wajib Pgjak
(Sig. 0,000). Keempat variabel independen tersebut mampu menerangkan 65,3% varians variabel
Kepatuhan Wajib Pgjak. Artinyamasih terdapat 34,7% varians variabel Kepatuhan Wajib Pgjak yang dapat
diterangkan dengan variabel-variabel di luar empat variabel independen dalam penelitian ini.



Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan nilai kompetensi dalam kode
etik memiliki pengaruh yang paling besar terhadap K epatuhan Wajib Pajak dibandingkan penerapan nilai-
nilai lain dalam kode etik. Karena itu direkomendasikan, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka
Ditjen Pgjak perlu menaruh perhatian pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusianya,
terutama pemeriksa pajak. Perhatian pada variabel ini perlu diprioritaskan, karena sebagai variabel yang
memiliki koefisien paling besar, penerapan nilai kompetensi akan berdampak paling besar terhadap
kepatuhan Wajib Pgjak, dibandingkan variabel-variabel yang lain.



